
 

 

  
 

 
 

BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI CILACAP                                                                                          

NOMOR  41  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP 

 NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, 
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA 

MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 
 

Menimbang : a.  bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan 
Sosial;  

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 
terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap 
Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara                       

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati 

dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan; 
 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 
 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020 tentang  
Cipta  Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 134); 

  
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan        :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 56 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, 
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN 
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
CILACAP. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap, diubah sebagai 
berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 



 

 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD  

adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan APBD. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Barang. 

8. SKPD terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan 

sosial. 
9. Unit kerja yang mengelola hibah adalah Bagian Pembangunan, Bagian 

Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Cilacap; 
10. Unit kerja yang mengelola bantuan sosial adalah Bagian Pembangunan 

dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Cilacap; 

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim  yang  dibentuk  dengan  keputusan  Kepala  Daerah  dan  
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-

PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

program, kegiatan dan anggaran SKPD. 
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA- 

SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 

SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna 
Anggaran. 

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi 

Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 
yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah. 
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

17. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan  
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis 
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk 
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

 

 
 

 



 

 

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD 

adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan 
penerima hibah. 

 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 8 

 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 
diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :  

a. wilayah kerja berada di Kabupaten Cilacap;  
b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan 

tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya. 
c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 

(satu)   kali dalam tahun berkenaan. 

d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 
1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sepanjang tidak tumpang 
tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3) partai politik; dan/atau 

4) ditentukan    lain    oleh    peraturan    perundang-undangan; 
e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 

f. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

 
(2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf e diberikan dengan persyaratan : 
a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit : 

1) latar belakang; 
2) maksud dan tujuan; 
3) rincian rencana kegiatan;dan 

4) jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. 
b. Kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa 

kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa 
atau Camat sesuai dengan tingkat kepengurusannya; 

c. Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya 
melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan; 

d. Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- 

undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang 
pembentukannya; 

e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Cilacap dan/atau badan dan 
lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Cilacap dengan 

kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Kabupaten Cilacap; 

f. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa; 

g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas 
nama Bupati; 

 
 

 
 
 

 



 

 

h. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat 
sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau 
penetapan  dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 
i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan 

oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 
Kabupaten Cilacap; 

j. pengesahan atau penetapan dari kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, diberikan oleh Kepala Dinas, Badan, dan Lembaga Lain sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. 

k. melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau 
sebutan lain. 

l. fotokopi rekening bank atas nama organisasi. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :  

a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit : 
1) Latar belakang; 

2) Maksud dan tujuan; 
3) Rincian rencana kegiatan;dan 

4) Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah. 
b. memiliki akta pendirian dari notaris; 
c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Cilacap; 

e. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa; 
f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas; 

g. memiliki Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga; 
h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih 

berlaku; 

i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi 
diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan; 

j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya; 
k. memiliki NPWP organisasi; 

l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan  
m. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan 

lain; dan  

n. melampirkan surat keterangan tanggungjawab pengelolaan keuangan 
dari pemohon . 

(4) Format usulan permohonan/proposal hibah sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(5) Format surat keterangan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari 
pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf n, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 13 
 

(1) Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran atau 
penyerahan hibah. 

(2) Dalam rangka penyaluran dan penyerahan hibah, SKPD terkait 
membentuk Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan 

Administrasi Pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi 
kelengkapan persyaratan administrasi. 
 



 

 

(3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan 
setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, serta Berita Acara 

Verifikasi. 
(4) Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah 

diketahui oleh kepala SKPD terkait.   
(4) Pakta  integritas  hibah  berupa  uang  ditandatangani  oleh  penerima 

hibah dan diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang 
mengelola hibah. 

(5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini. 

(6) SKPD terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan Surat Permintaan 

Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada PPKD 
selaku BUD. 

(7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung  (LS).  
 

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 35 

 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material 
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi sebagai berikut : 

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 

b. pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab yang 

ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh 
kepala SKPD terkait atau unit kerja yang mengelola bantuan sosial 

yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan 
sesuai dengan usulan;  

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau 
salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial 

berupa barang; dan 

d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial 

berupa barang. 
(3)    Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD 
terkait dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling 

lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 
(4)    Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek 

pemeriksaan. 
(5)    Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

sebagaimana tercantum pada Lampiran  XV sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 36 

 
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial 

meliputi sebagai berikut : 

a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial 

atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 



 

 

c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan 

diketahui oleh diketahui oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja yang 

mengelola bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang 
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. SPM/SP2D dan atau bukti transfer atau penyerahan uang atas 

pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang 
atas  pemberian bantuan sosial berupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau 
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 4 April 2022 

 

 BUPATI CILACAP, 
 
 

 
  TATTO SUWARTO PAMUJI 

 
Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 4 April 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 
 

 
 

       AWALUDDIN MUURI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR    41    TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
SERTA MONITORING HIBAH  DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER  DARI 
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN CILACAP 

 

 
FORMAT 

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH 

 
Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 

Nama   : 

Jabatan  : 

Nama Lembaga :  

Alamat Lembaga : 
 

Dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

Nomor ...... tanggal ... menyatakan bahwa saya : 
 

1. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan 

dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani; 

2. bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan hibah daerah; 

3. melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 
 

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas 

hibah daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

 
 

Mengetahui 
Kepala SKPD terkait atau Unit kerja 

yang mengelola hibah 
 
 

 
tanda tangan 

(nama lengkap) 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 
 

Yang Menyatakan 
 

 
 
 

 
tanda tangan 

(nama lengkap) 
 

 
 

BUPATI CILACAP, 

 
 

 
TATTO SUWARTO PAMUJI 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR   41  TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
SERTA MONITORING HIBAH  DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER  DARI 
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN CILACAP 

 

 
FORMAT 

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL  

 
Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 

Nama   : 

Jabatan  : 

Nama Lembaga :  

Alamat Lembaga : 
 

Dalam rangka pelaksanaan bantuan  sosial yang bersumber dari  APBD Kabupaten 

Cilacap Tahun Anggaran ....... menyatakan bahwa saya : 
 

1. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan; 

2. bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan bantuan 

sosial; 

3. melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan. 
 

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas 

bantuan sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 
 

Mengetahui 
Kepala SKPD terkait atau Unit kerja 

yang mengelola bantuan sosial 

 
 

 
tanda tangan 

(nama lengkap) 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 
 

Yang Menyatakan 
 
 

 
 

 
tanda tangan 

(nama lengkap) 
 

 

 
BUPATI CILACAP, 

 
 

 
TATTO SUWARTO PAMUJI 

 

 


